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PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOGOR 

NOMOR 2 TAHUN 2019 

TENTANG 

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 11 TAHUN 2010 TENTANG 

PENDIDIKAN DINIYAH TAKMILIYAH 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

BUPATI BOGOR, 

Menimbang : a. bahwa dalam rangka mencerdaskan kehidupan 
bangsa, serta membentuk anak didik yang berakhlak 

mulia sebagai insan yang beriman dan bertakwa 
kepada Tuhan Yang Maha Esa, telah dibentuk 
Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2010 tentang 

Pendidikan Diniyah Takmiliyah;  

b. bahwa dalam rangka meningkatkan peran serta 

Pemerintah Daerah dalam pembinaan Pendidikan 
Diniyah non formal, maka Peraturan Daerah Nomor 11 
Tahun 2010 tentang Pendidikan Diniyah Takmiliyah 

perlu diubah dan disesuaikan; 

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 
dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu 

membentuk Peraturan Daerah tentang Perubahan atas 
Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2010 tentang 

Pendidikan Diniyah Takmiliyah; 

Mengingat    : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara 

Republik Indonesia Tahun 1945;  

2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang 

Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam 

Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara 

Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 8) sebagaimana 

telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 

1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta 

dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-

Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan 

Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi 

Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 2851); 

3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem 

Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 4301);   

 

4. Undang-Undang… 
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4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru 
dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4586);   

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) 
sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir 
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang 

Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 
Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5679);  

6. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1991 tentang 
Pendidikan Luar Sekolah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 1991 Nomor 36, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 3461);  

7. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 tentang 
Peran Serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 
Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 3485);  

8. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang 
Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) 

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan 
Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan 
atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 

tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun  2013  Nomor 71, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 5410); 

9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang 

Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 

10. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007 tentang 
Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 
Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4769); 

11. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang 
Wajib Belajar (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2008 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4863); 

12. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang 
Pendanaan   Pendidikan   (Lembaran  Negara  Republik 
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Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4864); 

13. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang 

Guru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2008 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4941) sebagaimana telah 

diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 

2017 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah 

Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 107, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6058); 

14. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang 

Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 

Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5150), sebagaimana   telah  diubah 

dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 

tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 

17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan 

Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157); 

15. Peraturan  Daerah  Kabupaten  Bogor Nomor 6 Tahun 

2011 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran 

Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2011 Nomor 6, 

Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bogor            

Nomor  56); 

16. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 12 Tahun 

2016 tentang Pembentukan  dan  Susunan  Perangkat  

Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten  Bogor  Tahun 

2016  Nomor 12, Tambahan   Lembaran   Daerah 

Kabupaten Bogor Nomor 96); 

  

Dengan Persetujuan Bersama 

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BOGOR 

dan 

BUPATI BOGOR 

MEMUTUSKAN: 

Menetapkan  :  PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS 

PERATURAN DAERAH NOMOR 11 TAHUN 2010 TENTANG 

PENDIDIKAN DINIYAH TAKMILIYAH. 

     

Pasal I… 
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Pasal I 

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Nomor 11 

Tahun 2010 tentang Pendidikan Diniyah Takmiliyah 
(Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2010 Nomor 
11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Nomor 

47), diubah sebagai berikut: 

1. Ketentuan Pasal 1 diubah, sehingga berbunyi sebagai 

berikut: 

Pasal 1 

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan: 

1. Daerah Kabupaten adalah Daerah Kabupaten Bogor. 

2. Pemerintah Daerah Kabupaten adalah Bupati 

sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah 

yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan 

yang menjadi kewenangan daerah otonom. 

3. Bupati adalah Bupati Bogor.  

4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya 

disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat 

Daerah Kabupaten Bogor. 

5. Kantor Kementerian Agama adalah Kantor 

Kementerian Agama Kabupaten Bogor. 

6. Dinas adalah perangkat daerah yang melaksanakan 

urusan pemerintahan bidang pendidikan. 

7. Penyelenggara Diniyah Takmiliyah yang selanjutnya 

disebut Penyelenggara adalah perseorangan 

dan/atau kelompok masyarakat. 

8. Diniyah Takmiliyah adalah satuan Pendidikan 

Keagamaan Islam Non Formal yang 

menyelenggarakan Pendidikan Agama Islam sebagai 

pelengkap siswa Sekolah Dasar dan 

menengah/Sederajat. 

9. Pendidikan Diniyah non formal adalah pendidikan 

keagamaan Islam yang diselenggarakan dalam 

bentuk Madrasah Diniyah Takmiliyah, Pendidikan 

Al­Qur'an, Majelis Taklim, atau bentuk lain yang 

sejenis baik di dalam maupun di luar pesantren 

pada jalur pendidikan non formal. 

10. Masa Pendidikan Diniyah Takmiliyah adalah lama 

waktu yang ditempuh peserta didik dalam 

penyelesaian pendidikan. 

11. Peserta Didik adalah anak usia pada jenjang 

Pendidikan Sekolah Dasar atau bentuk lain yang 

sederajat dan Sekolah Menengah Pertama atau 

bentuk lain yang sederajat yang beragama Islam. 

 

12. Pendidik… 
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12. Pendidik dan tenaga kependidikan adalah anggota 

masyarakat yang mempunyai kompetensi 

membimbing, mengajar dan/atau melatih peserta 

didik yang diangkat oleh penyelenggara pendidikan. 

13. Kurikulum adalah seperangkat rencana dan 

pengaturan mengenai tujuan, isi dan bahan 

pelajaran serta cara yang digunakan sebagai 

pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran 

untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu. 

14. Masyarakat adalah perorangan, kelompok, keluarga, 

organisasi profesi non pemerintah, pengusaha dan 

organisasi   masyarakat   yang mempunyai perhatian 

dan peranan dalam bidang pendidikan. 

 

2. Di antara BAB V dan BAB VI disisipkan 1 (satu) BAB, 
yakni BAB VA yang berbunyi sebagai berikut: 

BAB VA 

PEMBINAAN 

Pasal 20A 

(1) Pendidikan Diniyah Takmiliyah yang telah terdaftar 

berhak mendapatkan pembinaan dari Kementerian 
Agama dan Pemerintah Daerah. 

(2) Selain Pendidikan Diniyah Takmiliyah sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1), Kementerian Agama dan 
Pemerintah Daerah melakukan pembinaan 

Pendidikan Diniyah non formal lainnya yang telah 
terdaftar pada Kementerian Agama. 

 

Pasal 20B 

(1) Pembinaan oleh Pemerintah Daerah sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 20A, antara lain berupa: 

a. membantu keberlangsungan Pendidikan Diniyah 

Takmiliyah yang diselenggarakan oleh 
masyarakat; 

b. melakukan upaya yang mendorong masyarakat 

untuk mengikutsertakan anaknya dalam 
Pendidikan Diniyah Takmiliyah dan Pendidikan 

Diniyah non formal lainnya; dan 

c. mencantumkan pengembangan pendidikan 

diniyah non formal sebagai muatan lokal pada 
pendidikan dasar. 

(2) Pengembangan Pendidikan Diniyah non formal 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c 

dilaksanakan melalui kerjasama antara Dinas 
dengan Kementerian Agama di Daerah. 

 

(3) Kerjasama… 
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(3) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 

mempertimbangkan sebaran peserta didik dan 
lembaga pendidikan diniyah non formal yang sudah 
ada. 

3. Ketentuan Pasal 26 dihapus. 

        Pasal II 

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal 
diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan 

pengundangan Peraturan Daerah ini dengan 
penempatanannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten 
Bogor. 

 

      Ditetapkan di Cibinong 

       Pada tanggal  21 Januari 2019 

BUPATI BOGOR, 

ttd 

ADE YASIN 

 

 

Diundangkan di Cibinong 
pada tanggal 21 Januari 2019          

Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BOGOR, 

ttd 

BURHANUDIN 

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BOGOR TAHUN 2019 NOMOR 2  

 

NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOGOR, PROVINSI 

JAWA BARAT: (2/8/2019) 
 
 

 

 

           

 

Salinan sesuai dengan aslinya 

KEPALA BAGIAN 

PERUNDANG-UNDANGAN 

 

 

R. IRWAN PURNAWAN 


